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Menimbang

Mengingat

LURAH DESA POTORONO

KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA POTORONO
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA POTORONO,

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai

wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan
secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-

besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan
prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan
kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat
dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan

menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara

Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5339);

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014
Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5687);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6321);



7.

10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016
tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016
tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negera

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah
Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun

2017 Nomor 35);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun
2017 tentang Badan Permusyawratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 87)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Bantul 104);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 24);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang
Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2019 Nomor 76 );

Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Daerah Kabupaten

Bantul Tahun 2019 Nomor 82 );

Peraturan Desa Potorono Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun
2017 - 2022 , ( Lembaran Desa Potorono Tahun 2017

Nomor 1);

Peraturan Desa Potorono Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Pemanfaatan Tanah Desa Potorono (Lembaran Desa

Potorono Tahun 2019 Tahun 2019 Nomor 2);



23. Peraturan Desa Potorono Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan
Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembaran Desa

Potorono Tahun 2019 Nomor 3);

24. Peraturan Desa Potorono Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020

(Lembaran Desa Potorono Tahun 2019 Nomor 6);

25. Peraturan Desa Potorono Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Kedudukan Keuangan Lurah Desa, Pamong Desa,
Badan Permusyawaratan Desa, Staf Desa dan Staf
Honorer Desa (Lembaran Desa Potorono Tahun 2019

Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA POTORONO
dan

LURAH DESA POTORONO
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA POTORONO TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan

rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp. 4.955.733.850,-
2. Belanja Desa Rp. 5.260.202.984,-
Surplus / Defisit Rp. (304.469.134,-)
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 304.469.134,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,-

Selisih Pembiayaan (a—-b) Rp. 304.469.134,-



Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat rincian Struktur

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

Lurah Desa menetapkan Peraturan Lurah Desa tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan

bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan

anggaran jenis belanja tak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang

perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa
dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau
permasalahan sosial; dan

e. berskala lokal Desa.



Pasal 6

(1) Lurah Desa dapat mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa dengan melakukan Perubahan Peraturan Lurah Desa
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam hal
terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada
tahun berjalan;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek
belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

(2) Perubahan Peraturan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Potorono.

Ditetapkan di Potorono,

:.-"-'.v.~\: ggal 23 Desember 2019
LURAMNDESA POTORONO

LEMBARAN DESA POTORONO TAHUN 2019 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DESA POTORONO KECAMATAN BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL : (72/POTORONO/2019)



LAMPIRAN

PERATURAN DESA POTORONC

NOMOR & TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN FENDAPATAN DAN BELANJA DES#

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA POTORONO
TAHUN ANGGARAN 2020
KODE REK URAIAN ‘”“‘::‘,W‘ KETERANGAN
1 2 3 4

4 PENDAPATAN
41 Pendapatan Ash Desa 180.176.250,00
42 Pendapatan Transfer 4.754 557 600,00
43, Perdapatan Lan-lain 12,000.000,00

JUMLAH PENDAPATAA 4.085.733.080,00
5 BELANJA
81 Belanja Pegawai 962 376.507,00
82 Belanje Barang den Jasa 3.008.835.161,00
6.2, Belanjz Mods! 1.208.991.316,00

JUMLAH BELANJA 5.280.202.984,00

SURPLUS / (DEFSIT) (304.459.134,00)
6. PEMBIAYAAN
8.1 Penesimaan Pembixyasan 304 489134 00
611, SIULPA Tatun Sebebemnys 304,489,134 00

PEMBIAYAAN NETTC 304.469,134,00




LAMPIRAN

PERATURAN DESA POTORONC

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESE

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA POTORONO
TAHUN ANGGARAN 2020
RE':::“ URAIAN me‘q“:n’m SUMBERDANA
1 2 3 4 L
4. PENDAPATAN
41 Pendapatan Asl Desa 189,176 250,00
42 Pendapatan Transfer 4.754 557 500,00
4.3 Pendapaten Lan-lain 12.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 4.955.733.850,00
s
1 1.746.585.574,00
11, 1.441.034.133,00
1101 Penyedissn Penghasiian Tetap dan Tunjangan Lurah Desa 5416260000 | ADD
1101 | 81 Belanja Pegawsi £4.162 500,00
1102 Pemyedisan Penghasdan Tetap dan Tunjangan Pamong Desa 526,726 164,00 | ADO
1102 | 51 Eelania Pegaws 526.726.164 00
1.1.03 Penyedisan Jaminan Sosinl bagl Lurah Desa dan Pamong Desa 86.330.340,00 | ADO, PAD, PR
1103 | 61, Belan|a Pegawsi 86.330.340,00
1104 S'e’nybdi“n Operasional Pemernntah Desa (ATX, Horor PKPKD dan PPKD S22.07262600 | ADO
1104 | 51 Belana Pegawas 118.800.000,00
1108 | 52 Belan|a Barang dan Jasa 384.972526,00
1104 | 53 Belanja Modal 18.300.000,00
1105 Penyediasn Tunjangsn BPD $9.000.000,00 | ADO
1108 | 51, Belanjs Pogaws 99,000.000,00
1106 Penyediaan Operasionasl BPD {rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam 23.850.000,00 | ADO
. Liswik dli)
1108 | 52 Belanja Barang dan Jasa 23,850.000,00
1.1.07 Penyediaan InsemilOparasonal RT/RW 51.535.000,00 | #AD
1107 | 52 Belanja Barang dan Jasa 51,535 000,00
1192 Pemyediaan Tunjangan Harl Rays bagi Lurah Desa, Pamong Desa dan BPD T7.357 403,00 | ¥8H
1192 | 51 Belanjs Pegawa 77.357 403,00
12, Penyedisan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 87.240.970,00
1203 Pembangunan/RehablitasiPeningkatan Gedung/Prasarana Kartor Desa (D £7.240970,00 | PaH
plin)
1203 | 53 Belanja Modal £7.240.970,00
13, Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Peacatatan Sipil, Statstik dan 14.347.500,00
Kearsipan
1302 Peryusunan, Peandataan, dan Pamutakhiran Pro8l Desa (Dipd) 8.336.500,00 | Pan
1302 | 52 Belarfs Baang dan Juss 8.336.500,00
1.3.02 Pengelolaan Adminstras! dan Kearspan Pemerintahan Desa 6.011.000,00 | #aD
1.303 | 52 Belanja Barang dan Jasa 6.011.000,00
14, W Tata Praja Pemarintahan, Perencanann, Keuangan dan 100.108.471,00
| 1




KODE

ANGGARAN

REKENING URAAN ey SUMBERDANA
1 2 3 4 5

1401 Penyelonggaraan Musyswarah Perencanaan Desa/Pembahasan ASBDes ( 26.677.000,00 | OUS, PoM
Reguler)

1401 | 52 Bolania Barang dan Jasa 26.677.000,00

14.02 PW-! Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R 19.280.500,00 | DDS
. :

1402 | 52 Belanja Barang dan Jasa 19,280 500,00

1403 Permusunan Dokumen Perencansan Dess (RPIMDesa/RKPDesa dff) 11.208.0000C | 7aH

1403 | 52 Belarga Barang dan Jasa 11,206 000,00

14.04 :nmman Dokumen Keuangan Deecs (APBDes, APBDes Porubaiian, LPJ 12.866.000,00 | PaH

1404 | 52 Belarga Barang dan Jasa 12.886,000,00

1408 :“o;mmmn Kebgakan Desa (Pardes/Parkades selain PerencanaanKsuang 816900000 | Pan

1406 | 52 Belarga Barang dan Jasa 8 169.000,00

14.07 :;:‘mman Laporan Kepala Desa, LPPOesa dan Informas Kepada Masyar 1.792971,00 | Pan

14407 | 52 Belarga Barang dan Jasa 1.752.671.00

1.4.08 Pengembangan Sistem Infornas Desa 12.062 00000 | pO&

1408 | 52, Belanja Barang dan Jasa 12.082.000.00

1498 Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemersintahan, Perencanaan, Keuangan & P 803000000 | PAD
elaporan

1499 | 82, Belanja Barang dan Jasa £.030.000.00

15 Sub Bidang Pertanahan 103.357.500,00

15.02 Admirsstras: Pertanahan (Pendsftaran Tanah dan Pemberian Regrstresi Age 22.427.500,00 | BLL 2AD
nda Pertanahan)

15.02 | 52, Belanja Barang dan Jasa 427.500.00

1502 | 53, Betanjs Modal 22,000 00C,00

1503 Fashitas! Sertfkas Tanah untuk Masyarakat Mskin 2117000000 | PAD

1503 | 52 Belanjs Barang dan Jasa 21.170.000,00

1.5,06 Admerstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PE8) 40.710.000,00 | PB=

1508 | 52 Belanja Barang dan Jasa 40.710.000,00

1599 Laln-iain Sub Bidang Pertanahan 19.550.000,00 | PEH

1598 | 52 Betanja Barang dan Jasa £.000.000,00

1588 | 53, Betanjs Modal 13.550.000,00

- BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1.469.126.531.00

21. Sub Bidang Pendidikan 113.462.000,00

21.03 Penyuduban dan Pelathan Pendidikan Bagi Masyarakat 2625200000 | cos

2103 | 52 Belunjs Barang dan Jasa 26.252 000,00

2108 PembangunanRehablkasiPeringkatanPengacaan SaranaPrasaeana/Akt 22.342.00000 | Dos, PaM
Peraga

2106 | 52 Balan{a Barang dan Jasa 22.342 000,00

2108 P’croelolm Pempustsksan Mitk Dess (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bac 12.655.000,00 | obs
a

2108 | 52 Belanja Barang dan Jasa 2.655.000,00

2108 | 53 Belarga Modal 9.000.000,00

2110 Dukungan Pendidican bagl Sisws MekinBaprestas! 52.213.000,00 | DDS

2110 | 52 Belarga Barang dan Jasa 52.213.000,00

22 Sub Bidang Kesehatan 208.577.268,00

2202 Penyalenggaraan Posyandy (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lams=, Insentd) 108.193.500,00 | Dos

2202 | 52 Delanja Borang dan Jaza 108 163.500,00




- URAIAN A SUMBERDANA
1 2 3 4 5

2203 Penyulthan dan Pefathan Bidang Kesehatan (Untik Masy, Tenaga dan Kad 89.116.866,00 | cos
er Kesshatan df)

2203 | 52 Belanja Barang dan Jasa $0.116.868,00

2204 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan §267.00000 | DOS

2204 | 52 Belanga Barang dan Jasa 8.267.000.00

23. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 841.638.005,00

23.02 Pematharaan Jalan Lngkungan PemukimanGang 42.340500,00 | ooS

2302 | 53, Belarja Modal 42 340.500,00

231 Pemba: engerasan Jalan Lingkungan 385927 485,00 | DOS. PAD, PBK
Pevmukiman (Dipih)

2311 | 52 Belargs Barang dan Jasa 3.801.985,00

2311 | 83, Bedarya Modal 3082 12%.500,00

2314 PambangunanRahabiitasiPaningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, ssio 105.464 600,00 | pos
kan di)

2314 | 52 Belanga Barang dan Jasa 2244 800,00

2314 | 53, Belanga Modai 103.220.000,00

23.15 Pembangunan/RehabiitasiPaningkastan Balai Desa'Salal Kemasyarakatan | J07.905210,00 | ADD. DOS, PAD,
Ciptkn)

2318 | 52 Bolarga Barang dan Jass 258 236 600,00

2315 | 53 Belara Modal 48 658 510,00

24 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 217.524.120,00

240t Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan®Renab Rumah Tidak Laysk 31.670.170,00 | pos
Hunl GAKN

2401 | 52 Belarys Barang dan Jasa 31.670.170,00

2412 Pombangunan/RahsbiltasiPenngkatan Sanitesl Parmukiman (Dipiih) 185.853 950,00 | DNS PAD, PRK

2413 | 82 Bularda Barang dan Jaas 1.826.950,00

2413 | 53 Solarga Modal 184 027 000,00

2.5, Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungaen Hidup £.068.000,00

250 Pengelolssn Ungkurgan Hidup Mik Deza 6.068.000,00 | Dos

2502 | 52 Belanga Barang dan Jasa 18.000,00

2502 | 53 Belania Modal 6.050.000,00

26. Sub Bidang Porhubungan, Komunikasi dan Informatika 24.890.950,00

2550 Pambangunan'PenrgkatenFengadasn Serana Penerangan Jalan 24.590.950,00 | o0s

2690 | 52 Belorja Barang dan Jasa 745.950,00

2690 | 53 Belanga Mods| 24,155 000,00

28. Sub Bidang Pariwisata 58.966.000,00

2802 Pembangunan'RehabiitasiPeningkatan Sarana dan Prasarana Panwisata M 24.742000,00 | DDS PAD
i | Dipith)

2802 | 53 Bolarga Modal 24.742.000,00

2803 Pengemnbangan Pariwisats Tinghat Dess 3422400000 | DOS

2003 | 52 Bolan{a Barang dan Jasa 34.224.000,00

3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 1.666.390.800.00

3.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umnum dan Perlindungan 51.696.800,00
Masyarakat

3102 WGWKMTmﬂ KeamananKetertiban oleh Pe 20.401.800.00 | PAD

3402 | 82 Belarija Barang dan Jasa 20.401 800,00

3108 Penyadiaan Pos Kesapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa 3120500000 | pos

| 3.1.05 | 52 Belangs Barang dan Jasa 26.545,000,00 |




KODE

REXENING URAIAN (Ro) SUMBERDANA
1 2 3 o 5

3105 | 53, Belarga Modal 4.7%0.000,00

32 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagarmasn 1.494.389,500,00

2m Pembinssn Group Kesenian dan Kebudayasn Tingkat Desa 25922.500.00 | cos
3201 | 52, Belanja Barang dan Jase 25.932.500,00

3203 Penyelenggaran Festived Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT 116,352 000,00 | ADD, PAD, PEIH

Ri, Rayz Keagamaan df)
3203 | 52, Befanjn Barang dan Jasa 116.582.000,00
3208 Pembanguran/Rehabiftas Sarans Prosarsna Kebudaysan/Rumah AdatKeg 1.218.970.000,00 | ADD. PAD, PEN,
amaan Miik Desa (Dipth)

3.205 | 52, Belarja Barang dan Jasa 1.318.970,000,00

3290 Pembinaen ¢ Bidang Keagamaan 33.385,000,00 | oS
3280 | 52, Belanja Barang dan Jasa 33.365.000,00

3.3, Sub Bidang Kepermudaan dan Olahraga 48.252.500,00

3308 Pembinaan Karangtarunakiuh KepemudaanOlatwags Tingkat Desa 48.252.500,00 | pos
3306 | 52 Belanja Barang dan Jasa 48252 500,00

34 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 71.562.000,00
3403 Pembinaen PKK 3789700000 | DS
3403 | 52 Belanya Barang dan Jesa 37.897.000,00

34.04 Pelathan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 33265500000 | pOS
3404 | 52 Belanja Barang dan Jasa 33,655 00D.0OD

4 BIDANG PEMBERDAVAAN MASYARAKAT 268,100.079.00

4.1, Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 12.447.500,00

4105 Bantuan Perikanan (BItNUPakan/dl) 1244750000 | bos
€105 | 52 Belanja Barang dan Jasa 12447 500,00

4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 78.576.325,00

4204 Pemelharaan Saluran igasl Terses'Sodarhana 7.061,000,00 | DOS
4204 | 52, Belarga Barang dan Josa 7.061.000,00

4205 Wwﬂw Tekonalogl Tepat Guna untuk PartananPater 23.916.500,00 | DDS
4205 | 52 Belanja Barang dan Jasa 23.818.500.00

4.2.08 Pembangunan Saluran Ingas: Tersier/Sederhana 2023682500 | cos
4206 | 53 Belanja Modal 20235 825.00

4290 Fasiitssi Kelorpok Kelompok Masyarakat di Bidang Pertardan dan Peternak 27 36200000 | DOS

an

4290 | 52 Betanja Barang dan Jasa 27.362.000,00

4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 21.657.500,00

43M Paningkatan Kapasitas Kepaia Dess 10.000.00000 | PAD
4301 | 82 Betanja Barang dan Jasa 10,000.000,00

4302 Peningkatan Kapaitas Perangket Desa 3.227.500,00 | cos
43.02 | 52 Befanjo Barang dan Jasa 3227 500,00

4303 Peningkatan Kapasilas BPD §.430.00000 | COS
4303 | 52 Belanja Barang dan Jasa §.430 000,00

44, Sub Bidang Pemberdaysan Perempuan, Perlindungan Anak dan 20.637.500,00

Keluarga

440 Polatihan dan Penyukihan Pemberdayaan Perempuan 20637 50000 | cos
4401 | 82 Batanja Barang dan Jass 20.637 500,00

45 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 192.377.131,00

4501 Pembeniukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa) 185700131 00 | oS

| as01 | 52 Belania Modai | 185.700.131.00




ANGGARAN

REKENING URAIAN (Rp) SUMBERDANA
1 2 3 - 5
4802 Pelatinan Pengeiclsan BUM Desa (Peistihan yy disksanakan oleh Pemdes) GATT 00000 | vos
4602 | 52 Belanja Barang dan Jass 6877 00000
a7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 4240412300
4702 PembangunasvRehab Pasar Desa/Kios Mk Desa 324526.123.00 | cos
4702 | 52 Belanda Barang dan Jasa 84134300
4702 | 523, Beianja Modal 31.884.780 00
4704 Wmmmmnm keiompok usaha ekonoms p 9687800000 | oS
4704 | 52 Bolanja Barang dan Jasa 9.878.000.00
B 10.000.000.00
5.1. 5.000.000,00
8.1.01 Kegpaten Penangguisnan Bencans 5.000,000,00 | PAD
s101 | 52 Beianja Barang dan Jasa £.000,000.00
5.2, Sub Bidang Keadasn Dururat 6.000.000,00
5201 Pananganan Keadaan Danrat 500000000 | PAD
5201 | 82 Belarya Barang dan Jasa 5.000.000,00
JUMLAH BELANJA 5.260.202.984,00
SURPLUS / (DEFISIT) {304,469.134,00)
5. | PEMBIAYAAN
6.1, Pensrimaan Pembiaysan 304 .469.134 00
PEMBIAYAAN NETTC 304.469.134 00

—

-

Sk KRGS
y N P MUU,)4 NMNO. 23 December 2019
AV & \

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00




RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DES#
PEMERINTAH DESA POTORONO KECAMATAN BANGUNTAPAN

TAHUN ANGGARAN 2020
ANGGARAN
i saaan VOLUME HARGA SATUAN SUMLAH
1 F) 2 ‘ s

4 PENDAPATAN 4.965.733,850,00
A Pendapatan Al Desa 15817625000
412 Haail Avet Dexa 199.170.256,00
41200 Pangeiolaan Tanah Kas Desa 147 176 250,00
0!, Sewen Taran Kas Desa PAD 1 Tatwn 122 000.000,00 122.000.000,00

02 Kompenses! Tanah Kas Deas PAD 1 Tahun 25.176.280,00 25176.250 00

41208 Pasar Dass 24.000 006,00
0f, Gewa Los Pasar dan Retnbusl Paar PAD 1 Yahun 26.000.000,00 ' 24,000 000,00

41200, Pamunfustun Sarsnatrasmnn Oahimgs 1,000 000,00
0. Sewa Lapsngan PAD 1 Tahu 1,000.000,00 1.000.000.C0

4128 Bangurun Owas 17.000.000,00
D1, Saws Gedung PAD 1 Tahun 17 000.000,00 17 000 000.00

a2, Peadapaton Trarsler 4,764.587.620.00
421 Dana Desa 1.421.238.000,00
4z10 Durs Dess 1,421 236.000.00
Di. Dans Dega D08 i Tamun 1.421.239.000,00 1.421 235.000,00

412 Hag! Hosd Pajok don Retnibus! 312.813.600,00
4220 Begl Hasl Fajek tan Retrbuss Dasnal Mabupaten'<ota 912 513.600,00
01, Sagian Hasi Pajak Ueersh dan Retribus| Dosesh s8N 1 Twun 392,813 500,00 312 813 606,00

423 Alokssi Dana Doss 1.180.505,000,00
42301 Alohasi Dwrve Dusa 1.160.505.000,00
01 Ackgel Dore Desa ADO 1 Tetan 116050500000 1 160,505 000,00

425 Rannaan Keuangan Kabupsosn ¥ otn 1,880.000,000,00
4250 Barnuan ¥mangan deri APDD Kebapaten®ota 1,140 000.000,00
01 BKX PEK I Tobun 1 850,000.000.00 168850 00K 050, 00

43 Pandapatan Lain-ain 12.000.000,060
430 Bunge Bank 12.000,000,00
43801 Bunga Bank 12.000,000,00
01 Josa Geo PAD 1 Taben 12,000 000,00 12000 000,00

’=\ JUMLAN PENOAPATAN A988.733.880,00

&y # FOTORONO, 23 Decambar 2619
5“ » LU = e diza
A ¢
&




PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN BANGUNTAPAN

Alamat :Jl. Karangturi Baturetno Banguntapan Bantul Yogyakarta
Kode Pos 55197, Telp. 375196, Fax. 368947 email :
kec.Banguntapan@bantulkab.go.id

Te san disampaikan kepada Yth.:

: 18071262 Bantul,23 Desember 2019
: - eksemplar

: Biasa

: Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa

Kepada :
Yth. Lurah Desa Potorono

di_ Banguntapan

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 050/592, tanggal 09
Desember 2019, perihal Permohonan Register Rancangan Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2020, maka bersama ini kami sampaikan Keputusan
Camat tentang Hasil Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Desa
Potorono tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2020.

Selanjutnya, kami minta kepada Saudara untuk segera
menindaklanjuti bersama BPD dan menetapkan Rancangan
Peraturan Desa  dimaksud menjadi Peraturan  Desa,
mengundangkan dalam Lembaran Desa serta menyampaikan
Salinan Peraturan Desa dimaksud kepada bupati melalui Camat
dalam rangkap 2 (dua) paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak
Peraturan Desa diundangkan,

Demikian untuk menjadikan perhatian dan ditindaklanjuti

sebagaimana mestinya.

An. Camat Banguntapan

1. Bupati Bantul cq. Kabag. Adpemdes Setda Kab-Bantul;
2. Ketua BPD Desa Potorono.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN BANGUNTAPAN

J1. Karangturi Baturetno Banguntapan Bantul Yogyakarta, 55197

Telp. (0274) 375196 Fax. (0274) 386947
Email: kec.banguntapanabantulkab.go.id
KEPUTUSAN CAMAT BANGUNTAPAN
NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA POTORONO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Menimbang :

Mengingat :

TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT BANGUNTAPAN,

., bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Bupati Bantul Nomor

104 Tahun 2018 tentang Pedoman Tecknis Penyusunan
Peraturan di Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus dilakukan
evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum
dan peraturan perundang-undangan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat
Banguntapan tentang Evaluasi Terhadap Rancangan
Peraturan Desa Potorono tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

., Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo
5495);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5694);



Menetapkan

KESATU

10.

11.

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);

. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Dacrah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan
Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 1);

Peraturan Gubernur Dacrah Istimewa Yogyakarta Nomor 34
Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor
113);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Kecamatan Se-Kabupaten Bantul {Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 130);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Dacrah
Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2018 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN CAMAT TENTANG EVALUASI TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DESA POTORONO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2020,

Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Desa Potorono
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Camat ini.



KEDUA : Lurah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa harus
menindaklanjuti evaluasi sebagaimana diktum KESATU
paling lambat 7 (tujuh) hari scjak diterimanya Keputusan
Camat ini. '

KETIGA : Lurah Desa harus menyampaikan Peraturan Desa yang
telah ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi, kepada Camat
paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan, untuk
mendapatkan klarifikasi.

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Banguntapan
pada tanggal 20 Desember 2019

Salinan Keputusan Camat ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul ¢q. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten
Bantul;

2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;

3. Lurah Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan

4. Ketua BPD Banguntapan, Kecamatan Banguntapan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya



LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT BANGUNTAPAN
NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DESA POTORONO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA POTORONO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

I. KEWENANGAN PENETAPAN PERATURAN DESA
Rancangan Peraturan Desa Potorono tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, telah disusun sesuai dengan
kewenangan scrta meckanisme peraturan perundang-undangan.

II. EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA POTORONO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.
A.LEGAL DRAFTING

- Rumusan penulisan dalam Pasal 3 agar disempurnakan, sehingga Pasal 3
menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat rincian Struktrur
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

- Rumusan penulisan dalam Pasal 4 agar disempurnakan, schingga Pasal 4
menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Lurah Desa menctapkan Peraturan Lurah Desa tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana landasan
operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- Rumusan penulisan dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) agar
disempurnakan, sehingga Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) menjadi berbunyi
sebagai berikut :

(2) Pendanaan kegiatan secbagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan anggaran pada jenis belanja tak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia
anggarannya, yang sclanjutnya diusulkan dalam Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa,

- Rumusan penulisan dalam Pasal 6 agar disempurnakan, sehingga Pasal 6
menjadi berbunyi sebagai berikut :



Pasal 6

(1) Lurah Desa dapat mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah Desa
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam
hal terjadi:

a. pecnambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa
pada tahun berjalan;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar
objek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SilPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

(2) Perubahan Peraturan Lurah Desa scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberitahukan kepada BPD.

- Pada Frase pengundangan kata “SEKRETARIS DESA" agar diubah
menjadi “CARIK DESA”".

B. SUBSTANSI MATERI RANCANGAN PERATURAN DESA.
Hasil evaluasi mengenai substansi materi rancangan Peraturan Desa
sebagaimana tersebut dalam formulir hasil evaluasi sebagaimana terlampir.

C. NOMOR REGISTER PERATURAN DESA.

Noreg Peraturan Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten
Bantul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2020 adalah : 72/Potorono/2019.
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PENMERINTANL KADUYALEN DANIUL
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA POTORONO

KECAMATAN BANGUNTAPAN
Sekretariat : Komplek Balai Desa Potorono, kodepos : 55196

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA POTORONO KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020
MENJADI
PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA POTORONO KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

Membaca Surat Saudara Lurah Desa Potorono Nomor 050,579 Tanggal

2 Desember 2019 perihal Permohonan Pembahasan
Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Rapat Paripurna Badan

Permusyawaratan Desa, Desa Potorono Kecamatan
Banguntapan pada tanggal 8 Desember 2019 yang membahas
Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 , dapat menerima
dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa dimaksud untuk
ditetapkan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a. untuk kelancaran pelaksanaan pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat
perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Badan
Permusyawaratan Desa Desa Potorono Kecamatan
Banguntapan Kabupaten Bantul tentang Persetujuan
Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2020,

Mengingat - 1. Undang - undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Daerah-

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 44);

2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



3.

10.

Undang - undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);

Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495):

Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun
2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor

87);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan
Permusyvawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2017 Nomor 95);

Peraturan Desa Potorono Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun
2017 - 2022 , ( Lembaran Desa Potorono Tahun 2017
Nomor 1)



Menetaplkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

11. Peraturan Desa Potorono Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa
Potorono Tahun 2019 Nomor 3).

MEMUTUSEAN :

Menvetujui Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2020 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Potorono
Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul,

Kepada Lurah Desa Potorone Kecamatan Banguntapan
Kabupaten untuk menindaklanjuti Keputusan ini;

Apabila dikemudian han ternyata terdapat kekeliruan dalam
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini akan diubah dan
diperbaiki sebagaimana mestinya;

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Potorono
Pada tanggal 8 Desember 2019
BE atan Desa




